PUTUSAN
Nomor 262/PDT/2021/PT MTR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:
PT.MITRA SIGMA PRIMA, beralamat di Ruko PCA Blok A Nomor 25, Gading
Serpong, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten, dalam hal ini
di wakili oleh GIMMY PRANATA, selaku Direktur utama
berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat PT.MITRA SIGMA
PRIMA Nomor 2 tanggal 9 Mei Tahun 2020, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada Sdr. SURYA
BAKTI,SH., dan MUHAMAD MUHDAYANIS.H., Advokat
/Konsultan Hukum pada kantor Advokat & konsultan hukum
SURYA BAKTI, SH., & REKAN" yang beralamat di Dusun
Kerembeng, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Barat, berdasarkan

AIT UMUM DAERAH PRAYA (Lombok Tengah), beralamat di jalan
H. Lalu Hasyim, Kelurahan Tiwugalih, Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi NTB, diwakili oleh dr. MUZAKIR LANGKIR,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  Praya, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada ISKANDAR, S.H., M.H., CLA., CIL,.
SAHRUL, S.H., M.H, SRI PUTRI INDRAWATI, SH. MUNAZIR
AZIS, S.H, Para Advokat / Konsultan Hukum / Penasihat Hukum,
pada KANTOR HUKUM | ISKANDAR, S.H., M.H & PARTNERS,
ADVOKAT -~ KONSULTAN HUKUM - AUDITOR HUKUM, di,
Gedung Graha DEKOPINWIL  NTB,Lantai-2| JI. Bungkarno No.
30, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor:402/SK.PDT/K.H IS&PART/IVI2020,tanggal 28 April 2021,
sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat:

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
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Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor
262/PDT/2021/PT.MTR tanggal 19 Nopember 2021 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor 262/PDT/2021/PT.MTR tanggal 19 Nopember 2021 Tentang
Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:
38/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:
;{p’ﬁﬁ}a Pdt.G/20210/PN Pya diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan
itahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan kepada
pihak yang berperkara diberitahukan secara elektronik melalui system
masi Pengadilan Negeri Praya pada hari dan tanggal itu juga terhadap
) upﬁ anding semula Penggugat /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
\\‘nf gal 14 April 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata
= dari Akta Permohonan Banding Nomor : 57 Akta-Bdg/2021/PN.Pya tanggal 21
Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, Permohonan
tersebut ( disertai/diikut) dengan memori banding yang diterima secara
elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Praya tanggal 12

Nopember 2021,
Bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding

semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri

Praya pada tanggal 12 Nopember 2021 ;
Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan

Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Praya telah salah dan
keliru dalam memutus perkara a quo tanpa memperntimbangkansecara
seksama alat bukti surat Pembanding semula Penggugat berupa surat
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kerjasama  nomor AA5/78/rsud/2018 dan  nomor

perjanjian
dengan  tidak

01/pks/pt.msp/x/2018  (alat  bukti  surat p.6)
mempertimbangkan secara seksama bukti di maksud, yang telah
mengikat para pihak dan menjadi undang- undang bagi para pihak yang
mengikatkan diri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1338
KUH Perdata ;

2. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap teguran

dari Terbanding semula Tergugat berupa teguran pertama dan kedua

berkaitan dengan pembayaran deviden telah diselesaikan Oleh

Pembanding semula Penggugat , sehingga tidak ada kesalahan lagi dan
melanjutkan perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, akan
tetapi pada bulan februari 2020 tanpa persetujuan Pembanding semula
Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah melakukan pemutusan

perjanjian sepihak tanpa dasar hukum yang jelas ;
3. Bahwa judex factie telah salah dan keliru dengan memutus
perkara a quo berdasarkan saksi testimonium de auditu ( saksi cerita) ;
Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pembanding memohon agar
menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula penggugat serna

/Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya
sebagaimana dalam surat gugatan serta Menghukum Terbanding semula
Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk
memeriksa berkas perkara(inzage);

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-
undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
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Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Praya, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut
pokok persoalan kedua belah pihak, yaitu :

- Apakah Perjanjian Kerjasama antara Pembanding semula Penggugat
dengan Terbanding semula Tergugat tentang Pengelolaan Parkir pada
Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sesuai Perjanjian Nomor
445/78/Rsud/2018 dan Nomor O1/PKS/PT.MSP/X/2018, tanggal 3
Oktober 2018, terdapat unsur perbuatan melanggar hukum ?;
Menimbang, bahwa sesuai dalil Pembanding semula Penggugat, dalam

gugatannya, Pemutusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Rumah Sakit
Umum Daerah Praya yang dilakukan Terbanding semula Tergugat secara
melawan hukum, sebaliknya Terbanding semula Tergugat mendalilkan bahwa

pemutusan Perjanjian Kerjasama tersebut berdasarkan prosedur yang telah
disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Pengeloaan Parkir Rumah Sakit Umum

Daerah Praya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan hukum kedua belah

__.pihak tersebut diatas, dengan mendasarkan pada bukti Pembanding semula
Mo b
i\;Pgnggugat utamanya surat Teguran Pertama (P - 10), surat Tegoran Kedua ( P

W
—'11 )serta Surat Teguran/Somasi Ketiga ( P — 13 ) kepada Pembanding semula

\ _./';;ﬁehbﬁugat dari Terbanding semula Tergugat, bukti yang sama juga di ajukan
-'EJole;iﬂ: Terbanding semula Tergugat bertanda bukti surat T-3 tentang Surat

>N
\_pgrinhatan, Nomor : 800/520/RSUDI2019, tanggal 27 Juni 2019 , T-4 Surat
. “Befingatan Ke-2 (dua), Nomor: 800/878/RSUD/2019, tangal 22 oktober 2019,

serta Bukti Surat T-5 tentang Surat Peringatan Ke 3 (tiga), Nomor :

445.6/DIR/121/RSUD/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh

Terbanding semula Tergugat ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat,
serta di perkuat dengan keterangan Saksi Pembanding semula Penggugat
bernama FATHUL HILMI dan Saksi MARIANA PUTRI, yang pada pokoknya
menerangkan bahwa benar Pembanding semula Penggugat telah mendapatkan
2 ( dua ) kali Surat Peringatan dari Terbanding semula Tergugat, sebagai akibat
dari keterlambatan membayarkan deviden atau bagi hasil kepada Terbanding
semula Tergugat, sedangkan untuk Surat Peringatan ketiga tertanggal 10
Februari 2020 disebabkan karena banyak hal yang belum direalisasikan oleh

pembanding semula Penggugat dalam perjanjian kerjasama tersebut ;
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Menimbang, bahwa hal yang sama dari keterangan Saksi Terbanding
semula Tergugat yaitu SUPRIADI, S.H., M.H. dan .Saksi MUHAMAD SYAMSUL
RIJAL, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pihak Pembanding
semula Penggugat telah diberikan Teguran oleh Terbanding semula Tergugat,
dikarenakan banyak peralatan yang dipasang tidak berfungsi dan rusak, serta
Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak
Terbanding semula Tergugat, maka pihak Terbanding semula Tergugat berhak
membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
pertimbangannya mengemukakan, bahwa perjanjian kerjasama jasa
pengelolaan parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya sebagaimana yang
termuat dalam materi bukti surat tertanda P-6. dimana dalam Pasal 11 tersebut
menyebutkan bahwa apabila Pihak kedua gagal berkinerja dengan baik sesuai
dengan kewajiban Pihak Kedua, kesepakatan atau kewajiban yang ada dan
kesalahan tersebut tidak terlihat usaha perbaikan paling lambat setelah 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak Pihak Pertama memberikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Pihak Kedua sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk
permasalahan yang sama, maka Pihak Pertama (Tergugat) dapat mengakhiri
._\erjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari

Belumnya, dan dengan perjanjian tersebut para pihak mengesampingkan dan
kan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata untuk
hiran Perjanjian, oleh Terbanding semula Tergugat dikeluarkannya 3 (tiga)
rat Peringatan kepada Pembanding semula Penggugat, yang kemudian
5,,‘ - c!ia'k ri dengan pemutusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Parkir
\:‘_j}dmor 445/78/Rsud/2018 dan Nomor O01/PKS/PT.MSP/X/2018, tanggal 3
Oktober 2018, disertai pembongkaran peralatan parkir oleh pihak Terbanding
semula Tergugat sebagaimana di pertimbangkan dalam putusan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dengan klausule Perjanjian
sebagaimana tercantum dalam pasal 11, yang mengatur tentang pembatalan
perjanjian, dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama
berkesimpulan bahwa pemutusan perjanjian dan pembongkaran yang dilakukan

oleh Tergugat tersebut tidak dilakukan secara melanggar hukum;
Menimbang, bahwa setelah mencermati segala pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 11
Oktober 2021, utamanya terhadap Bukti P — 6 T, dimana perjanjian tersebut oleh
para pihak telah mengesampingkan dan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan
Pasal 1267 KUHPerdata untuk pengakhiran Perjanjian, oleh Terbanding semula
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Tergugat dikeluarkannya 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada Pembanding
semula Penggugat, yang kemudian diakhiri dengan pemutusan Perjanjian
Kerjasama Pengelolaan Jasa Parkir Nomor 445/78/Rsud/2018 dan Nomor
01/PKS/PT.MSP/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018, disertai pembongkaran
peralatan parkir oleh pihak Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya, sesuai azas dalam perjanjian, suatu Perjanjian yang sah tidak dapat
ditarik kembali secara sepihak, Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihak, dan
tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja, namun demikian,
apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, maka perjanjian
dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak, dalam hal ini Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat dengan azas tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak
secara cermat mempertimbangkan alat bukti utamanya terhadap bukti
Pembanding semula Penggugat dimana pada Bukti P — 7 ternyata telah terdapat
fakta hukum dalam persidangan, bahwa terhadap teguran dari Terbanding

~ ~“Penggugat sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya tersebut belum di

pertimbangkan secara menyeluruh dan tuntas dalam Putusan a quo, sehingga
Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tidak teliti dalam melakukan
penilaian terhadap bukti pembayaran deviden oleh Pembanding semula
Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat setelah di terbitkannya surat
tegoran dimaksud, sehingga karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam memutus perkara tersebut tidak lengkap dan menyeluruh, dan
dengan demikian tidak sepenuhnya mempertimbangkan alat bukti yang sangat
relevan dalam pokok persoalan masalah perjanjian tersebut, serta dalam
melakukan penilaian terhadap alat bukti hanya berdasarkan pada pertimbangan
yang sumir, sehingga memberikan putusan yang kurang pertimbangan hukum,
karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mempertimbangkan lebih
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lanjut terhadap segala hal vang di kemukakan mengenai alat bukti kedua belah
pthak ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti P = 7, P = 8 dan P
- 9 yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, berupa
pembavaran kewajiban membagian deviden setelah Terbanding semula Tergugat
memberikan Tegoran pertama dan tegoran kedua, maka menurut Majelis Hakim
Tingkat Banding tegoran tersebut telah di pandang gugur dan tidak mempunyai
akibat hukum lagi. Dengan demikian maka terhadap pembatalan Perjanjian yang
di lakukan oleh Terbanding semula Tergugat, di pandang tidak memenuhi syarat,
dan dengan demikian maka seluruh isi perjanjian antara pembanding semula
Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, secara yuridis tidak termasuk
kategori pembatalan atau dengan kata lain perjanjian tersebut di pandang tetap
berlaku bagi kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya waktu yang telah di
perjanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 11
Oktober 2021 sebagaimana tersebut diatas di pandang tidak berdasar dan tidak
ralasan hukum, sehngga harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat

"l'bg ét Banding diatas, maka terhadap petitum Pembanding semula Penggugat

(Y
Q‘}k"tentang perjanjian antara pembanding semula Penggugat dengan Terbanding
——<emula Tergugat tersebut, menurut hukum belum terpenuhi syarat untuk

membatalkannya, sehingga perjanjian kerjasama nomor 445/78/Rsud/2018 dan
Nomor 01/PKS/PT.MSP/X/2018 tanggal 3 Bulan Oktober Tahun 2018 harus
dinyatakan tetap sah dan berharga, terhadap petitum tersebut  harus di

kabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang petitum Pembanding semula Penggugat

mengenai Perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah memutuskan

Perjanjian kerjasama Nomor 445/78/Rsud/2018 dan  Nomor
01/PKS/PT.MSP/X/2018 sebelum berakhimya jangka waktu yang telah
diperjanjikan tanpa persetujuan serta tanpa dasar yang jelas harus di nyatakan
sebagai Perbuatan melawan hukum, petitum tersebut patut untuk di kabulkan ;
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Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat
untuk menghukum Terbanding semula Tergugat membayar ganti rugi nif.nlmt
perbuatan melawan hukumnya berupa kerugian morl sebesar Rp. 5.
000.000.000,- (lima milyar Rupiah) oleh karena tuntutan tersebut tidak dapat di
sandingkan dengan alat bukti, maka terhadap petitum tersebut harus di
kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat
mengenai kerugian materiil berupa keuntungan yang semestinya diperoleh
apabila perjanjian tersebut tetap berjalan Jika di hitung berdasarkan
penghasilan rata-rata perbulan penggugat sejumlah kurang lebih Rp 35.543,520
(tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah)
dikali sisa masa kontrak yang masih akan Berjalan selama 43 (empal puluh tiga)
bulan sehingga total kerugian materilnya berjumlah Rp. 1.528.371.360 ( satu
milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus
enam puluh rupiah ) menurut majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut
harus di maknai apabila perjanjian tersebut tidak dapat di laksanakan atau di

Galiutkan oleh Terbanding semula Tergugat, maka tuntutan tersebut patut untuk

"% 'Menimbang, bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya oleh karena
van untuk di pertimbangan lebih lanjut, maka terhadap petitum tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama
dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk

membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Undang 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan
dijawa dan Madura/Rbg.Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutran;

MENGADILI:

. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
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gadilan Negeri pr

2 Ya Nomor 38 / Pdt.G / 2021 /

021 ya i
yang dimohonkan banding tersebut:

DAN MENGADILI SEND)R, -
Dalam Eksepsi : '

Menolak Ekseps;i
Si i
p Terbandmg Semula Tergugat se
DALAM POKOK PERKARA - o

1. Mengabulkan Gugatan Peng

2. Menyatakan sah dan
445/78/Rsud/2018 dan No
Oktober Tahun 2018 ;

gugat Untuk Sebagian ;

berha!'ga perjanjian kerjasama nomor
mor 01/PKS/PT.MSP/X/2018 tanggal 3 Bulan

Menyatakan Perb
uatan Tergugat yang telah memutuskan Perjanjian

kerja sama
IPT.MSP mzo“fmor 445/ 78 | Rsud /2018 dan Nomor 01/PKS
8 secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu

yang semestinya diperoleh, berdasarkan

kontrak yang masih akan Berjalan selama 43 (empat puluh tiga) bulan

berjumlah Rp. 1.528.371.360 ( satu milyar lima ratus dua puluh delapan
juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah ) ;

5. Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar

biaya perkara ini dalam ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan pembanding semu

selebihnya ;

la Penggugat untuk selain dan

pat permusyawaratan Majelis Hakim
tanggal 2 Desember 2021 oleh
Abdul Bari A.Rahim,

Demikialah diputuskan dalam ra

Tinggi Mataram pada hari Kamis
ai Ketua Majelis Hakim,

SH.MH, masing-masing sebagai Hakim
uka untuk umum pada

Pengadilan
Mochamad Sholeh, SH.,MH., sebag

SH.MH, dan Rama Jonmuliaman Purba. : ,
Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan ter
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hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dihadin oleh | Gede Subagyo, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadin oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya sera
putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melaui system  informasi

Pengadilan Negeri Praya pada hari dan tanggal itu juga;

Hakirm Anggota Hakim Ketua
ttd ttd

Abdul Bari A Rahim., SH.MH Mochammad Sholen, SH.,MH.
ttd

- .
/// ._Rama Jonmuliaman Purba, SH.MH.

./ ¥ / \ "J
.".’;: / 2\
f. 5 ‘r/’f J’f".‘ \ i\ Panitera Pengganti
;ll :.; Ii‘ (“'.'\.'_ 2///:‘ |I. ~ i ttd
\/y ‘i*}/ ,’/
-'\\.‘ . '/ | Gede Subagyo,SH.

-Meterai Rp 10.000,00
-Redaksi Rp 10.000,00
-Biaya Proses lainnya  Rp_130.000.00
| , i iah)
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